BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 265TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA ALAM GEMPA BUMI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwadalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat
dan pembangunan kembali wilayah terdampak
bencana alam gempa bumi di Kabupaten Pasaman
Barat pada tanggal 25 Februari 2022, yang
menyebabkan kerusakan di sektor lingkungan, sektor
insfrastruktur, sektor sosial, sektor ekonomi, dan
kerusakan di lintas sektor serta korban jiwa;

b. bahwa dalam rangka mempercepat pemulihan
infrastruktur dan kegiatan ekonomi masyarakat
pascabencana alam gempa bumi sebagaimana
dimaksud pada huruf a, diperlukan Rencana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam
Gempa Bumi di Kabupaten Pasaman Barat;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten
Pasaman Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten

Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi

Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 43438);




Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4830);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing
Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4831);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana dalam
Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63);

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun
2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan
Penanganan Pengungsi Daerah;

Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa;
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap
Reaksi Cepat;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman
Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan
Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;,
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 05 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Rencana Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pascabencana;




Menetapkan

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando
Penanganan Darurat Bencana;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan
Dana Siap Pakai;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun
2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun
2021-2026;

Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor
188.45/188BUP-PASBAR/2022 tentang Penetapan
Komando Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan
Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Pasaman

Barat.

MEMUTUSKAN:

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA ALAM GEMPA BUMI DI KABUPATEN
PASAMAN BARAT




Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

(1)

()

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya
yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko
timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat,
dan rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan
publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah
pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau
berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan
masyarakat pada wilayah pascabencana.

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan
sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat
pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya
hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat.
Lembaga Nonpemerintah adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh
perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan
untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup
struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang
menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa Bangsa atau
organisasi internasional lainnya.

Lembaga Asing Nonpemerintah adalah suatu lembaga internasional
yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili
pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk
secara terpisah dari suatu negara di mana organisasi itu didirikan.
Peranserta masyarakat adalah proses keterlibatan masyarakat dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana serta memperhatikan

representasi perempuan.
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(10)

(11)

(12)

(14)

(15)

(16)

Peran serta internasional adalah peran dan dukungan pihak
internasional baik berupa dukungan pendanaan, dukungan teknis atau
bantuan barang dan jasa untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip
kemandirian, saling melengkapi, dan kepemimpinan pemerintah.
Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota atau perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat
dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non Departemen setingkat
Menteri yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan
bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat
BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk dalam
rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
Koordinasi adalah kegiatan manajemen yang mencakup penyusunan
rencana, pelaksanaan kegiatan, dan monitoring evaluasi yang lakukan
dalam bentuk pertemuan atau rapat di dalam dan atau luar kantor;
konsultasi; permintaan laporan, analisis dan umpan balik baik secara
lisan maupun secara tertulis yang mengarah pada upaya penyelesaian
persoalan yang dihadapi untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan
rekonstruksi yang ditetapkan.

Kegiatan koordinasi adalah dalam hal mendorong peran serta dan
pemahaman masyarakat; koordinasi terhadap kontrol produk/hasil
rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi; koordinasi dalam
penyediaan supra dan infrastruktur pendukung; koordinasi dalam
komunikasi setiap kegiatan; koordinasi dalam pencatatan dan
pelaporan; koordinasi dalam penyelidikan jika terjadi penyimpangan;
koordinasi dalam penyusunan data dan statistik aktivitas rehabilitasi
dan rekonstruksi.

Kementerian dan Lembaga adalah kementerian sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang dan lembaga adalah organisasi non Kementerian
Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-

undangan lainnya.




(17)

(18)

(19)

(21)

(22)

(24)

Pengurangan risiko bencana adalah kerangka konseptual dan rangkaian
kegiatan untuk mengurangi potensi kerugian yang ditimbulkan akibat
bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat
berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman,
mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan
masyarakat.

Upaya mengurangi resiko bencana adalah mitigasi yang pengaturannya
telah diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Membangun menjadi lebih baik adalah sebuah prinsip dalam upaya
rehabilitasi dan rekonstruksi dimana pada saat pembangunan kembali
baik aspek kerusakan dan kerugian akibat bencana, wajib dilakukan
agar menjadi lebih baik serta berpedoman pada usaha/upaya
mengurangi risiko atau dampak bencana dimasa yang akan datang.
Standar pelayanan minimal adalah standar yang telah diatur dan
ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundangan serta
ketentuan dari setiap masing-masing kementerian atau lembaga
pemerintah RI.

Standar Nasional Indonesia adalah satu-satunya standar yang berlaku
secara nasional di Indonesia yang telah dirumuskan oleh panitia teknis
dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber
daya yang tersedia.

Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah penentuan tindakan
masa depan yang sejalan dengan perencanaan pembangunan dengan
mendasarkan pada pengkajian kebutuhan pascabencana.

Integrasi dalam perencanaan pembangunan adalah perencanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi dapat merubah dan atau melengkapi

rencana pembangunan yang sedang berjalan baik dalam masa rencana

tahunan atau jangka panjang lima tahunan termasuk pendanaannya.




(25) Pengkajian Kebutuhan Pascabencana adalah suatu rangkaian kegiatan

(26)

(27)

(28)

(29)

pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan
kebutuhan, yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi
rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengkajian dan penilaian meliputi
identifikasi dan penghitungan kerusakan dan kerugian fisik dan non
fisik yang menyangkut aspek kemanusiaan, perumahan atau
pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor. Analisis
dampak melibatkan tinjauan keterkaitan dan aggregat dari akibat-
akibat bencana dan implikasi umumnya terhadap aspek-aspek fisik dan
lingkungan, perekonomian, psikososial, budaya, politik dan
kepemerintahan. Perkiraan kebutuhan adalah penghitungan biaya yang
diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi.

Pemantauan dan atau monitoring adalah kegiatan mengamati
perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi,
serta mengantisipasi permasalahan yang akan timbul untuk dapat
diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan
(input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan
standar.

Keadilan dan kesetaraan gender adalah tindakan atau sikap yang
memberi akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap perempuan.
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen
perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan
rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang
disusun secara bersama-sama antara BNPB/BPBD bersama

Kementerian/ Lembaga, SKPD serta pemangku kepentingan terkait.

Pasal 2

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa merupakan

acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat serta pihak yang terkait

dalam kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Gempa

Bumi di Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 3

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Gempa Bumi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.




Pasal 4
Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Gempa Bumi
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku selama 36 (tiga
puluh enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman

Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 13- g 2022

BUPATI PASAMAN BARAT,

p.d ~

— #

H. HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 13- mp 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABJUPATEN PASAMAN BARAT,

HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 26




